
BUPATI KATINGAN 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR 3>X TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 89 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman 
tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020; -

b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 
dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2020 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 
2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan menyesuaikan 
dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ' 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 % 
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); t
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 
2019 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita 
Daerah Provinisi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 33)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 40 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN 
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Katingan Nomor 40 Tahun 
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 507) yang telah 
beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Katingan : 
a. Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Katingan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2020 Nomor 545); 
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran II Daftar Satuan Biaya Honorarium 
Non PNS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

URAIAN SATUAN HARGA
Honorarium/Upah Tenaga Harian 
Lepas Kesehatan
Biasa OH Rp 95.000
Terpencil OH Rp 100.000
Sangat Terpencil OH Rp 110.000
PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG 
MEDIS TENAGA KONTRAK DI RSUD
Dokter Umum/Gigi/PTT OB Rp 7.000.000

2. Ketentuan Lampiran II Daftar Satuan Biaya ditambah Insentif 
Tenaga Medis, Para Medis dan Tenaga Kesehatan Lainnya 
kegiatan Penugasan Khusus yang ditempatkan di Puskesmas 
sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN SATUAN
HARGA

Biasa Terpencil Sangat
Terpencil

D okter  
U m u m / G igi 
(P en u gasan  
K h u su s )

OB Rp2.000.000 Rp3.000.000 Rp5.000.000

P aram ed is  d an  
T en aga  K esehatan  
(P en u gasan  
K h u su s )

OB Rp450.000 Rp650.000 Rp750.000

TX>
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3. Ketentuan pada Lampiran II Daftar Satuan Biaya ditambah 
Honorarium Tim Koordinasi Unsur Pimpinan Kecamatan 
sehingga berbunyi sebagai berikut:

URAIAN SATUAN HARGA
HONORARIUM FORUM KOORDINASI 
UNSUR PIMPINAN KECAMATAN

OB Rp500.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Katingan.


